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BAB .I

PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Negara wajib untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan

sebelumnya.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) disusun sebagai

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas

laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan tuntulan akan akuntabilitas

tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjtP)Tahun 2025.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagai wujud

Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka

mewujudkan Good Goverment, maka Badan pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai langkah awal terlebih dahulu

menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan
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yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu

pada RKPD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta

faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Minahasa, didalam upaya melaksanakan

pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat

keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan

tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui

pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis

dengan menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlp) yaitu suatu

sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas

kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka

pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas{ugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun

2025 sesuai dengan ketentuan dan kebiiakan yang berlaku. Ada beberapa

permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD

kabupaten Minahasa, diantaranya adalah :

Dengan diterbitkannya Peraluran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAp), yang

menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun

menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
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Akuntansi Pemerintahan, laporan keuang€n disusun menggunakan SAP

berbasis kas menuju akrual.

Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang

daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan

benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanakan

pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini

menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam

pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan

keuangan dan barang daerah.

Adapun dalam mencapai Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten

Minahasa menetapkan strategi yang harus ditempuh yaitu :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset

berbasis lTi

Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi

keuangan daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan

pelayanan prima;

Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan

akuntabelyang berorientasi kepada anggaran kinerja;

Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungiawaban APBDI

Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang ellsien, efektif dan

akuntabel,

Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis lT

yangefisien dan efeklif;

Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset,
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9. Mempe{tahankan opini Wajar Tanpa Pengecu€lian (WfP) atas laporan

keuanganPemerintah Kabupaten Minahasa;

10. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan

keuangandan aset daerahj

1 1. Meningkalkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan pihak

ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

1,2. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir

dirubah dengan Undang-Undang Nomor '19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun '1999 tentang Akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah.
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1,3, TUGAS POKOK DAN FUNGS]

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam merencanakan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah.

1.3,2 FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai

fungsi meliputi

a) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b) Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD bersama TAPD;

c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di

bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

d) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e) Pengkoordinasian lntegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam

lingkungan Badan maupun lnstansi atau unit kerja lain yang terkalt;

0 Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi

ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan

Umum;

h) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;
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i) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan

j) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

1,4. STRUKTUR ORGANISASI
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
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1,5, SUMBER DAYA

Sumber daya yang tergambar dalam laporan ini terdiri dari kondisi sumber daya

manusia yaitu individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan

perusahaan, dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan

pengembangan keterampilan serta kondisi sarana dan prasarana kerja yang

menggambarkan kondisi peralatan dan perlengkapan penunjang yang digunakan

sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi

1.5.1. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN STATUS JENJANG JABATAN

NO KETERANGAN JUMLAH

1 PEJABAT ESELON II

2 PEJABAT ESELON III 5 Orang

3 PEJABAT ESELON IV 11 Orang

4 PELAKSANA 13 Orang

5 FUNGSIONAL Orang

6 TENAGA NON ASN 14 Orang

JUMLAH 44 Orang

BERDASARKAN GENDER, PENDIDIKAN DAN KEPANGKATAN

GOL LAKI - LAKI PEREMPUAN

$ 52 51 D3 SMA JML S3 52 51 D3 SMA JML
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lVa

JML GOL IV

ilt d

lll c

l b

lll a

JML GOL III

NON ASN

JML TOTAL

1

311

22

2

4

12

5

210 1 IJ

2 ztJ

32119

15 411

9225'647

J

4

10 2 1 13

1.5.2. SARANA DAN PRASARANA KERJA

NO URAIAN

1 RODAEMPAT

RODA DUA

KOMPUTER / PC

PRINTER

LAPTOP

SCANNER

AC

KURSIKERJA

KURSI RAPAT

1O KURSI PEJABAT

JUMLAH

30

20

24

6

1

6

8

2

J

4

5

6

7

8

I

40

40

6

11 UPS 20
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12 UPS SERVER

13 MEJA KERJA PEJABAT

14 MEJA KERJA

15 MEJA RAPAT

16 GENSET

17 SOFA

18 LEMARI ES

19 DISPENSER

22 KOMPOR GAS

24 TANGGA ALUMINIUM

25 TELEVISI

28 DRONE

29 MESIN SIDIK JARI

31 SERVER

32 CCTV

PAPAN STRUKTUR

PAPAN NAMA INSTANSI

ALMARI BESI

LEMARI KACA

ALAT PENGHANCUR KERTAS

MESIN POTONG RUMPUT

ALAT HIASAN (BUNGA)

MESIN HITUNG

KURSr BES| (KURSTTUNGGU)

2

7

55

2

6

6

6

J

1

I

2

I

33

34

36

37

38

40

42

44

45

I

I

11
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2

I

l0

2

1.6. StSTEMAT|KA LkjtP
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Laporan Kine4a lnstansi Pernerintah disusun deng€n sistematika mendasar

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Per.ianjian Kinerja,

Pelaporan Kinerra dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah,

sebagai berikut: Executive Summary (lkhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Oalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BPKAD

Minahasa.

Bab ll Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam

prencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen pedanjian kinerja).

Bab lll Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BPKAD

Minahasa dsngan pengungkapan dan penyaran dari hasii

pengukuran kinerja.

Bab lV Penutup

Lampiran-lampiran

11
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

.I.RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja

(Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka

Pendek Daerah (RKPD) lGbupaten Minahasa.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor

kunca keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan

tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Minahasa dalam merealisasikan visi dan misi adalah

sebagai berikut : "TeMujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang Transparan dan Akuntabel".

B- Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan sec€ra terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian
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yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. sasaran

tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang

ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;

b. Terpenuhinya dukungan manajemen perkanloran.

STRATEGI OAN KEB'JAKAN

'1. Sasaran I : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset

daerah

Strategi :

. Meningkatkan Kualitas SistemPengendalian, Pengelolaan dan

lnformasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan

PelayananPrima.

. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif,

transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran

kinerja.

. Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan dan

pertanggung.iawaban APBD

. Meningkatkan Sistem PengelolaanKeuangan Daerah Berbasis

lT yangE isien dan Efektif

. Mempe ahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

laporan keuangan PemerintahKabupaten Minahasa.

. Meningkatkan pefibinaan, koordinasi dan pejenc€naan

pengelolaan keuangan daerah

. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD Pihak

13



KetigE serta Stakeholder di lingkungan Pererintah Kabupaten

Minahasa

. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan

lnformasi Aset Dalam RangkaMewujudkan Pelayanan Prima

. Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan

aset.

. Pengaluran Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan

akuntabel.

. Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis lT

yang Erisien danEfektif

. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan

pengelolaan aset daerah

. Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan

dan aset

. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD dan Pihak

Ketigaserta Stakeholder di lingkunganPemerintah Kabupaten

Minahasa

. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan dan Aset berbasis lT

Kebijakan

. Membangun dan meningkatkan komitrnen seluruh aparatur

dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akufltatlilitas

. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan

pemerinlah daerah berbasiskan e-government yang

terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan,

penganggaran,pengelolaan keuangan dan asetmilik daerah.

14
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. Mengimdementasikan SlstemPengendalkn lntsnPeme ntah

dan membangunserta meningkatkan sinergitas, koordinasi,

dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan

akuntabilitas dantransparansi pengelolaankeuangan dan aset

daerah

. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan rn€mbangun serta meningkatkan sioergitas, koordinasi,

dan kolaborasi dengan stakeholdeB guna meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan asset

daerah

Sasaran ll : Terpenuhinya Dokumen Manajemen Perkantoran

Strategi :

. Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan

dan aset..

. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD, dan

Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Minahasa

. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan dan Aset berbasis lT.

Kebijakan:

. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi

dan kondisi daerah sebagai bahan rnasukan kepada

Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakanNasional yang

stralegis dengan memperhatikankepentingan Daerah

15
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B, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun

2025 melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, dan 66 Sub Kegiatan sebagai

berikut:

PROGRAM :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEGIATAN :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine(ja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah

7. Pemeliharaan Barang Milikdaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

'l 1. Penuniang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Oaerah

2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
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6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

12. Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-Undangan

13. Penyediaan Komponen lnstalasi ListrildPenerangan Bangunan Kantor

14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

16. Fasilitasi Kunjungan Tamu

17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

'18. Pengadaan Mebel

'19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

22. Penyedilaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

24. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan

25. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

26. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

27. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

29. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
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30. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

31. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

32. Koordinasidan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

33. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

34. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota

35. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

36. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan

SPD

37. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

38. Koordinasi pelaksanaan kerjasamadan pemantauan transaksi non tunai

dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan buikan bank

39. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

40. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan

Pemotongan Alas SP2D dengan lnstansi Terkait

4'1. Penyusunan Petunjuk Teknis Adminislrasi Keuangan yang Berkaitan dengan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serla Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

42. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

43. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

18



LKJIP 2025

44. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPO, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

45. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

46. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Kerugian Daerah

47. Penyusunan Kebljakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan

akuntansi pemerintah daerah

48. Penyusunan sislem dan prosedur akunlansi dan pelaporan keuangan

pemerintah daerah

49. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten / Kota

50. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan

Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

51. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

52. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

53. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

54. Penyusunan Standar Harga

55. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang

milik daerah

56. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah

57. Penyusunan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah

58. Penatausahaan Earang Milik Daerah

59. lnventarisasi barang milik daerah

60. Pengamanan Barang Milik Daerah
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6 1 . Penilaian Barang Milik Daerah

62. Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan barang milik daerah

63. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan

dan penghapusan barang milik daerah

64. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

65. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

66. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan

kineria antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar

pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja

Tahun 2025 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

(1)

Terwujudnya

terhadap

INDIKATOR KINERJA

l2l

Perda APBD Tepat Waktu

Perda Pertanggungjawaban

APBD Tepat Wahu

kepatuhan

kebijakan

TAHUN 2025

(3)

Tepat Waktu

Tepat Waku
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Pengelolaan Keuangan Oavirsi Raalisasi 8€LnJa

dan Aset Daerah tinggi torhadap Bolania Total

d€bm APAD

Ratio Belanjs Pegawai di

luar Guru dan Tenaga

Kesehalan

Ratio PAD

Ratio Belanja Urusan

Pemerintahan Umum

(Dikurangi transfer

expenditure)

-0,06%

12,50o/o

8,670/o

45%

1,770/0

Ya

a0%Terpenuhinya dukungan

manajemen Perkantoran

Opini Laporan Keuangan

Deviasi Realisasi PAD

terhadap Total PAD dalam

APBD

Ralio Anggaran sisa

terhadap total belanja dalam

APBD tahun sebelumnya

Manajemen ASET

Tingkat pemenuhan

dukungan manajemen

pefkantoran

50/.

Penetapan Kinerja tersebut didukung anggaran sebesar Rp.

290.944.356.432.58,- (Dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat
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puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah

koma lima puluh delapan )
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kiner.ia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran pada masing-masing bidang. Tingkat capaian

kinerja sasaran tersebut yang sama dengan targel atau mencapailatgel Dalam Capaian

Knerja organisasi ini Realisasi Anggaran yang digunakan sebagai dasar

perhitungan capaian indikator yang ada adalah LRA pet tanggal 10 Februari 2026-

Dimana data tersebut belum sepenuhnya akurat karena data realisasi anggann

yang akurat adalah data realisasi anggann yang sudah ctiauclit oleh BPK atau

minimat data unaudit pada Bulan Maret 2026.

Terhadap hal tersebut, kami lelah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar

terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut

selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Minahasa menetapkan 2 sasaran dengan 11 indikator yang ingin diwujudkan/dicapai

sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa yaitu :
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Tabel 1.1

tzt

Perda APBD Tepat Waktu

Perda

Pertangg ungjawaban

APBD Tepat Wahu

Oeviasi Realisasi Belanja

terhadap Belanja Total

dalam APBD

Ratio Belanja Pega\wai di

luar Guru dan Tenaga

Kesehatan

Ratio PAD

Ratio Belanja Urusan

Pemerinlahan Umum

(Dikurangi lransfer

expenditure)

Opini Laporan Keuangan

Deviasi Realisasi PAD

terhadap Total PAD

dalam APBD

Ratio Anggaran sisa

terhadap total belanja

(3)

Tepat Waktu

Tepal Waktu

-0,06%

12,50Yo

a.67%

45o/o

5o/o

(4)

Tepat Waktu

Tepat Waktu

-13,56%

13,40qo

10,42o/o

72,700/o

(Sementara

dilaksanakan

audit BPK)

7,660k

1.770/0 10,850/0
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dalam APBD tahun

sebelumnya

Manajemen ASET

Tingkat Pemenuhan

Dukungan manajemen

perkantoran

Ya

80vo

TERCAPAI 100 0/6

Ya

80vo

Pencapaian 2 sasaran initercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan

realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 dapal dijelaskan sebagai

berikut :

Tabel 1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.

Mqtingkatnya pengelolaan keuangan yang terTib dan akuntabel

P erda APBD Tepat

Waktu

Perda

Pertanggungjawab

an APBD Tepat

Waktu

Doviasi Roalisasi

Belanja t€rhadap

Belanja Total dalam

APBD

TERCAPAI 1OO %

-a,21% -0,06% -13,56%

TEPAT

WAKTU

IEPAT

WAKTI.J

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAfiU

TIDAK

TERCAPAI

25

Terpenuhinya

dukungan

manaiemen

Perkantoran

2024

1

2

3

2025

REALISASI

2025

TERCAPAI

/TIDAK

PRESEN

TASE

NO INDIKATOR

KINERJA



13,50% 12,500/0 13,40%

25,6% 8,67yo 1D,42ok TERCAPAI

Ratio Belanja

Urusan

Pemerintahan

Umum (Dikurangi

transfer

expenditure)

Deviasi Realisasi

PAD terhadap Total

PAD dalam APBD

Ratio Anggaran

sisa terhadap total

belania dalam

APBD lahun

sebelumnya

Manajemen ASET

uA,oh 45% 72,70o/o TERCAPAT

5,180/o 5o/o 7,66o/0 TERCAPAI

4.410/o 1,77 10.850/0

Ya TERCAPAI

Dari hasil evaluasi terhadap '11 lndikator kinerja tahun 2026 di Badan pengelola

keuangan dan asset daerah 7 (Tujuh) diantaranya tercapai yaitu perda APBD tepat

LKIP 2025

Opini Laporan

Keuangan

Ratio Belanja

Pegawai di luar

Guru dan Tenaga

Kesehatan

Ratio PAD

Ya Ya

SEMENIARA PROSES

AUDIT BPK

TERCAPAI

TIDAK

TERCAPAI

26
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waktu, tercapai dengan prosentase '100 % dimana Perda APBD 2025 di tetapkan pada

tanggal 31 Desember 2024. Untuk Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, juga

tercapai dengan prosentase 100 % dimana Perda pertanggungjawaban APBO 2024

ditetapkan pada tanggal 4 September 2025. Untuk Ratio PAD dengan target 8.67%

tercapai dengan realisasi 10,42% , Ratio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga

Kesehatan dengan target 12,50% tercapai dengan realisasi 13,40%. Ratio belanja

urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure) dengan target 45% tercapai

dengan realisasi 72,70%, Untuk Deviasi realisasi PAD terhadap total PAO dalam APBD

dengan target 5olo Tercapai dengan realisasi 7,660/0 dan untuk Manajemen Aset terc€pai.

Sedangkan untuk indikator Opini Laporan Keuangan saat ini masih dalam proses audit

BPK,

Sedangkan 2 lndikator yang tidak tercapai adalah Deviasi realisasi belania terhadap

belanja tolal dalam APBD dengan target -0,06% tidak tercapai dengan reatisasi -13,56%

dan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD dengan target 1,77o/o lidak

tercapai dengan realisasi 10,850/0.

Untuk lndikator Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

dengan target -0,060/0 tidak tercapai dengan realisasi - 13,56%. Dimana hai ini disebabkan

perencanaan anggaran Belanja OPD yang tidak realistik atau tidak tepat sehingga

realisasi anggaran Belanja OPD tidak maksimal,Hal ini juga disebabkan di tahun 2O2S

Pemerintah Kabupaten Minahasa menganggarkan kenaikan Tambahan penghasilan

pegawai terhitung mulai bulan januari 2025 namun untuk persetujuan pembayaran Tpp

keluar di bulan November 2025 dan pembayaran Tpp baru bisa dilakukan di bulan

desember 2025. Sehingga menyebabkan kenaikan Tpp yang sudah dianggarkan sejak

bulan januari sampai November tidak terealisasi dan mengakibatkan Deviasi Realisasi

Belanja menjadi tinggi. Secara otomatis juga mempengaruhi indikator Rasio Anggaran
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sisa terhadap total belanja dalam APBD karena Anggaran Tambahan penghasilan pegai

yang tidak terealisasi menyebabkan silpa menjadi tinggi.

Tabel 1.3

"Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran".

NO INDIKATOR TAHUN TARGET

KTNERJA 2023 i,l024

1. Tingkat Pemenuhan 80%

Dukungan

manajemen

Perkanloran

REALISASI

2024

800/6

TERCAPAI/

TIDAK

TERCAPAI

PRESEN

TASE

ao%

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, Untuk target Tingkat pemenuhan

dukungan manajemen perkantoran tercapai.
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NO TUJUAN/SASARAN

Terwujudnya pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang

Transparan dan Akuntabel

1 .1 Meningkatnya Tata Kelola Keuangan

dan Aset Daerah

Perda APBD Tepat waktu

Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat

waktu

Deviasi Reali6asi Bela0a terhadap

86lanja Total dalam APBD

Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan

Tenaga Kesehatan

Ratio PAD

TABEL. 1.5. EFISIENSIANGGARAN TERHADAP TINGKAT CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

ANGGARAN

$t
CAPAIAN

100%

ANGGARAN
(Rpl

REALISASI
(Rp)

lY"l
CAPAIAN

90.85%

EFISIENSI

EFISIEN

1

277.978.01L.038.1t 2s2.555,435.440

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAKTU

TEPAT

WAKTU

lQOo/o

-0,06% -13,56% 226.0o0/6

12,500/o 13.400/. 1 .07Yo

8.67o/o 10,42% 1 .2OYo
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Opini Laporan Keuangan

Deviasi Realisasi PAD terhadap Tolal

PAD dalam APBD

Ratio Anggaran sisa terhadap total

belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Manajemen Aset

Terpenuhinya dukungan manajemen

perkantoran

Tingkat Pemenuhan Dukungan

manajemen perkantoran

WTP Proses Audit
sementara

dilaksanakan
7 ,660/0 1 .53o/o

1.77o/o 10,85% 6 13Yo

Ya 1000/"

8oo/o 80% 80% 12.%6.U5.394.47 10.054 305.452

5o/o

Ya

90.27 EFISIEN
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Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian anggaran masih terdapat sisa pagu sehingga dapat disimpulkan bahwa Seluruh indikator sasaran memiliki

efisiensi.

TABEL 1.61

ANALISIS INDIKATOR Kl[.tEJA SASARAN MEI'IUNJANG / TIDAK

SUB KEGIATANNO TUJUAN/SASARAN

Terwuiudnya pengelolaan
keuangan dan aset
daerah yang Transparan
dan Akuntabel

Meningkatnya Tata Kelola
Keuangan dan Aset
Daerah

INDIKATOR
KINERJA

Perda APBD Tepat

waklu

Perda

Perlanggungiawa

TINGKAT
CAPAIAN

1004k

100!o

PROGRAM/
KEGIATAN

Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

KEGIATAN TINGKAT
CAPAIAN

MENUNJANG
/TIDAK

MENUNJANG

URAIAN

Koordinasidan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

INDIKATOR

Meningkatnya
peng€lolaan

keuangan daerah

Persenlase
meningkatnya
pengendalian dan
perencanaan

keuangan Daerah

URAIAN INDI(ATOR

Koordinasi dan

Penyusunan KUA

dan PPAS

Koordinasi dan

Penyusunan

Perubahan KUA

Jumlah
Dokurnen
KUA dan
PPAS yang
Disusun

IOOYO MENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG

1OO% MENUNJANGJumlah
Dokumen
Perubahan
KUA dan
Perubahaa

3L
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ban APBD Tepat

waklu

Deviasi R€alisasi

B€lania torhadap

Belsnja Total

dal.m APBD

Ratio Belanja

Pegawai di luar

Guru dan Tanaga

Kesehatan

Ratio PAD

Opini Laporan

Keuangan

Deviasi Realisasi

PAD terhadap

Total PAD dalam

APBD

-226.OOYa

1.O7%

1.20%

Audit
semenlara

dilaksanaka
n

1.53o/o

Jumlah
Perubahan
RKA.SKPD
yang
Divedhkasi

dan Perubahan

PPAS

Koordinasi,

Penyusunan daD

Verifikasi RKA-

SKPD

Koordinasi,

Penyusunan dan

Verifikasi

PerutbahaR R(A-

SKPD

Koordinasi,

Penyusunan dan

Verifikasi DPA-

SKPD

Koordinasi,

Penyusunan dan

Verifikasi

Perubahan DPA-

SKPO

Koordinasi dan

Penyusunan

Peraturan Daerah

tentang APBD dan

Peraturan Kepala

PPAS yang
Disusun

Jumlah RKA-
SKPD yang
Diverilikasi

1OO% MENUNJANG

IOQO/O MENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG

,IOOOA MENUNJANG

Jumlah
(egiatan

Verifikasi DPA

.5KPD

Jumlah

Kegiatan

Verifikasi

Perubahan

DPA . SKPD

Jumlah
Peraturan
Daerai
tentang
APBD dan
Peraturarr
Kepala
Daerah
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Ralio Anggaran

sisa lefiadap total

belania dalam

APBD tahun

sebelumnya

6.13%

Daerah tentang

Penjabaran APBO

Koordinasi dan

Penyusunan

Peraturan Daerah

tentSng Perubahan

APBD dan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penja ba ran

Perubahan APBD

Koordinasi dan

Penyusunan

Regulasi serta

Kebiiakan Bidar€

Angga ra n

Koordinasi

Perencanaan

Anggaran

Pendapatan

Koordinasi

Perencanaan

Ang6aran Belanja

Daerah

tentang
Penjabaran
APBD

Jumlah
Peraturan
Daeralt
tentang
Perubahan
APBD dan
Peraturan
(epala
Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD

Jumlah

Regulasi serta

Kebiiakan

Bidang

Angga ran

Jumle}r
Doklunen
Regulasi
serta
Kebijakan
BidanS
Anggaran

Jumlah
Dokurnen
HasiI
Koordinasi
Perencanaaa

IOOO/. MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

,1OO% MENUNJANG

,tOlo/o MENUNJANG
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Koordinasidan
Pengelolaa)
Perbendaharaan
Daerah

Persentase
meningkatnya
pengelolaan Belanja
Daerah

Koordinasi

Perencanaan

Ang8aran

Pembiayaan

Pembinaan

Penganggaran

Daerah

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan

Pengelolaan Kas

Daera h

Anggaran
Pendapatan

Jumlah
Dokumeo
Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Belanja
Daerah

Jumlah SKPD

yang dibina

Jumlah
Dokumen

Hasil
Koordinasi

dan
Pengclolaan
Kas Daetah

Julnlai
Dokumen

Hasil
Pengendalian

dan
Penerbitan

Anggaran Kas
da,n SPD

IAOO/O MENUNJA'NG

IOOO/O MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

IOOY" MENUNJANGPenyiapan,

Pelaksanaan

Pengendalian dan

Penerbitan

Anggaran Kas dan

5PD

Koor.dinasi,

Fasilitasi, Asistensi,

Sinkronisa6i,

Jumlah
Dokumen

Hasil
Koordinasi,

1OO% MENUNJANG
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Supervisi,

Monitoring dan

Eva luasi

Pengelolaan Dana

Perimbangan dan

Dana Transfer

Lainnya

Koordinasi,

PelalGanaan

Keriasama dan

Pemantauan

Tramaksi Non

Tunaidengan

Lembaga Keuangan

Bank dan Lembaga

Keuangan Bukan

Ba nk

Koordinasidan

Penyusunan

Laporan Realisasi

Penerimaan dan

Fasilitasi.
Asistensi,

Sinkronisasi,
Supervisi,

Mo4itoring,
dan Evaluasi
Pengelolaan

Dana
Perimbangan

dan Dana
Transfer
Lainnya

Jumlah

Laporan Hasil

Koordinasi

Pelaksanaan

Kedasanre

dan

Pemantauan

Transaksi

Non Tunai

d€ngan

Lembaga

Keuanga n

Bank dan

Lembaga

Keuangan

Bukan Eank

Jumlai
Lapora!
Realisasi

Peneflmaan
dan

1OOV" MENUNJANG

1OOOA MENUNJANG
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Pengeluaran Kas

Daerah, Laporan

Alira,n Kas, dan

Pelaksa naan

Pemungutan/Pem

otorgan dan

Penyetoran

Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)

Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

serta Pemungutan

Peageluaran
Kas Daerah,

Laporan
Aliran Kas,

dsn
Pelaksana&n

Pemrrngutan/
Pemptongan

dan
Penlaetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga

(PFK) dan
Laporan Hasil

Koordinasi
da-lam rangka
PenJrusunan

Laporan
Realisasi

Penerimaan
dan

Pengeluaran
Kas Daera[r,

Laporan
Alircn Kas,

dan
Pelaksanaan

Pemqngutan/
Pem,otongen

dan
Penyetorafl
Perhitungan
Fihak KetiAa

(PFK)

Jr+mlah
Dokumen

Hasil
Rekonsiliasi

Data

1OO% MENUNJANG
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dan Pemotongan

Atas SP2D dengan

lnstansiTerkait

Penyusunan

Petunjuk Teknis

Administrasi

Keuangan yang

Berkaitan dengan

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

serte

Penatausahaan

dan

Pertanggungjawab

an Sub Kegiatan

Pembinaan

Penatausahaan

Keuangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Penerimaan
dan

Pengeluaran
Kas serta

PeInungutan
dan

Pefiotoagan
atas SP2D

dcngan
Instansi
Terkait

J\rmlah
Petunjuk
Teknis

Administrasi
Keuangan

yang
Berkaitan

dengan
Penerimaan

dan
Pengeluaran

Kas sert4
Penatausahaa

!1 dan
Pertangguqgja

waban Sub
K€iatan

Jumlah
Orang yang

Mengikuti
Pembinaan

Penatau sahaa
n

Keuangan
Pemerintah

IOOVA MENUNJANG

|OOAA MENUNJANG
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Koordinasidan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daer*l

Persentase
meningkatnya
Kualtas Laporan
Keuangan Oaerah

Koordinasi

Penyusunan

La poran

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD Bulanan,

Triwulanan dan

Semesteran

Kabupaten/ K
ota

Jumla}l
Laporan

Pertanggu ngia
waban

Pelaksanaan
APBD

Bulanan,
Triwulanan

dan
Selnesteran

1OO'/" MENUNJANG

lOO% MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

Konsolidasi

Laporan Keuangan

SKPD, BLUiD dan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah

Koordinasidan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Pert9nBgungiawab

an Pglaksanaan

APBD Provinsi dan

Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Jumlai
Laporan

Keqaogan
SKPE, BLUD

dan
Laporan

Keuangan
Pemcrintah

Daerah yang
Terkonsolidas

Jumlah
Rancalgan
Peraturan

Daerah
tentang

Pertanggungja
waban

Pelaksanasn
APBD

Kabupaten/ K
ota dan

Rancangan
Peraturan

Kepala
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Penjabaran

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBO

Kabupaten/Kota

Penyusunan

Ianggapanfiindak

Lanjut terhadap

LHP BPK atas

Laporan

PertEnggungawab

an Pelaksanaan

APBD

Koordinasi,

Sinkronisasi, dan

Penyelesaian

Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Kerqgian Daerah

Penyusunan

Kebijakan dan

Daerah
tentang

Penjabaran
Pertartggungia

Pelaksanaan
APBD

Kabupaten/ K
ota

Jumlah

Laporan Hasil

Tindak Laniut

terhadap UIP

BPl( atas

Lapora n

Pe rta ngg u ngj

awaban

Pelaksanaan

APBD

JuInlah
Dokumen

Hasil
Koordinasi,

Sinkronisasi,
dan

Penyclesaian
Tuntutan

Peabendahara
€n dan

Tuntuta$
Kerugian
Deerah

Jumlah

Kebijakan

lOOO/d MENUNJANG

IOOO/O I\4ENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG
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Penunjang Urusan
Kewenangan

Persentass Urusan
Kewenangen

Pembinaan

Akuntansi,

Pelaporan dan

PertDnggungiawab

an Pemerintah

Kabupaterr/Kota

Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan BLUO

Kabupaten/Kota

Analisis

Pereacanaan da,n

Jumlah SKPD

yang dibina

Jumlah SKPD

yang dibina

Jumlah
Laporan Hasil
Analisis

Panduan Teknis

Operasional

PenyelenBgaraan

Akuntansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Sistem

dan Prosedur

Akuntansi dan

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

dan Panduan

Teknis

Operasional

Penyelenggar

aan

Akuntansi

Pemerintah

Daerah yang

disus un

JuInl3}1
Sistem dart
Prosedur
Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

IOOO/" MENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG

|OOVO MENUNJANG

1OOYO MENUNJANG
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Pengelolaan
Keuangan Oaerah

Pengelolaan
Keuangan Daerah
yang terpenuhi

Persentase
meningkalnya Ttrtib

Pelaksanaan

Pe m baya ra n

cicilan Pokok dan

Bunga Pinjaman

Pemerintah

Daerah

Analiois

Perencanaan dan

Penyaluran

Bantuan Keuangan

Pengelolaan Dana

Darurat dan

Mendesak

Pengelolaan Dana

Bagi Hasil

Kabupaten/Kota

Ferencanaan
dan
Felaksanaan
Pembayarart
Cicilan
Pokok dan
Bunga
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

Jumlah
[aporen Hasil
Analisis
Ferencanaan
dan
Fenyaluran
Bantuan
Keuangan

Jumlah
[,aporen Hasil
Pengelolaan
Dana Darurat
dan
Mendesak

Jumlatr
[-aporan
trlasil
Fengelolaan
Dana bagi
[Iasil
Kabupaten/K
ota

,IOO% MENUNJAAIG

IOOOA MENUNJA\G

1000/" MENUNJA.IG

Program
Pengelolaan

1OO% MENUNJANG

4t
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Barang Milik
Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penalausahaan aset
Daerah

Persentase
Pengelolaan BMD
sesuai aturan

Penyusunan

Standar Harga

Penyusunan

Perencanaan

Kebutuhan Barang

Milik Daerah

Nilanajemen Aset Ya

Penyusunan

Kebiiakan

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Pengamanan

Barang Milik

Da€rah

Penilaian Barang

Milik Daerih

Jumlah
Kebijakan
PengelolaaB
Barang Milik
Daerah

Jumlqh
Lqporan
Penatausahaa
n Barang
Mitik
Daerah

Jumlah

Laporao Hasil

Pengqmanan

Baiang Milik

Daerai

Jumlah

Laporan

IOOO6 MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

'lO0o/o MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

1O0o/o MENUNJANG

Jumlah
Standa.
Harga yang
Disusun

Jumlah
Rencana
Kebutuhan
Baiang
Milik
Daereh

100Vo MENUNJANG

42

LKJIP 2025



LK'IP 2025

Pengawasan dan

Pengendalian

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Optimalisasi

Penggunaan,

Pemanfaatan,

Pemindahtanganan

, Pemusnahan, dan

Penghapusan

Barang Milik

Daerah

Hasil

Penilaian

Barang Milik
Daerah dan

Hasil

Koordinasi

Peoilaian

Barang Milik

Daerah

Jumlah

Laporan

Hasil

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pengelolaa4

Barang Milik
Daerah

Jumlah

Dokurnen

Hasil

optimalisasi

Penggunaan,

Pemaofaatan,

Pemindahteng

Pemusnall4n,

dart

Penghapusan

IOOO6 MENUNJANG

|OOOA MENUNJ,ANG
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Rekonsiliasi dalarn

rangka

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah

Pembinaan

Pengelolaan

Barang Milik

Daera h

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Barang Milik

Daerah

Jumlah

fl-aporan Hasil

Rekonsiliasi

dalam rangka

Fen]rusunan

,.aporan

BaranA Milik

Daerah

Jumlah

-aporan

Barang Milik

DaeraI yang

Disusun

Jumlah

Orang yang

Mengikuti

Fembinaan

Fengelolaan

Baran€ Milik

Daerah

Femerintai

i<abupaten/ K

.100% MENUNJA|IG

1O@A MENUNJAAIG

1OOIO MENUNJANG

Program
Penunjang
Urusan

Presentase
Pemenuhan layanan

Presentase
Pemenuhan layanan

lOOo/o MENUNJANG
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Pemerintah
Daerah
Kabupaten /
Kota

Penunjang
Pemerintah Daerah

Penuniang
Pemerintah Daerah

Tingkat

pemenuhan

dukungan

manajemen

perkantoran

PerenEanaan,

Penganggaran, dFn

Evaluasi Kinerja

Perangkat Oaerah

Jumlah Dok men

Perencanaan dan

evaluasi kinerla

Perangkat Daerah

yang dibuat

Penyusunan

Dokurnen

PerencanaEn

Perangkat Daerah

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokurnen RKA-

SKPD

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokuanen

Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daera&

Jumlah
Dokumen
RKA-SKPD
dan Laporar'l
Hasil
I(oordinasi
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
dan Laporan
trlasil
Koordioasi
Fenj.usuoa4
Dokunren

1OO% MENUNJAAIG

1OV/O MENUNJAAIG

1OO''A MENUNJAAIG

1O@/o MENUNJAT'IG
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Peruba}ran
RKA-SKPD

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

Persentasc Laporan

Capaian Kheria dan

keuangan yang

tersedia tepat
wakt{

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kineria dan Ikhtisar

Reallsasi Kinerja

SKPO

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan

ASN

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Jumhh
Laporan
Koordinasi

dan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kineria dan

lkhtisar

Realisasi

Kineria SKPD

Jumlah
[,aporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Jumlah
Orang yang
Menerima
Gaji dan
Tunjalgan
ASN

Jumlah
[,aporan
Keuangan
Akhir Taiun
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan

,IOOO/O MENUNJANG

IOQO/O MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

,IOQ% MENUNJANG
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Administrasi
Kepegawaian

PeranBkat Daerah

Perscntase

Kehadiran Pegawai

sesuai Jam Keria

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Disiplin

Pegawai

Lapo!ao
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Unit
Peoingkatan
saiana darl
Prasarana
Disiplin
Pegawai

100o/o MENUNJANG

,IOO% MENUNJI'NG

1OO% MENUNJANG

,100o/o MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Atribut

Kelengkapannya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Disiplin

Pegawai

sosialisasi

Peraturan

PerundanE-

Undangan

Bimbingan Teknis

lmplementasi

Peratura n

Perundang-

Undangan

Pakaian
Dinas beserta
Atribut
Keleqgkapan

Jumlah Unlt
Pcningkatan
Saia4a dan
Prasarana
Disiplin
Pegaqtai

Jumlah
Orang yang
Mengikuti
Sosiaiisasi
Peraturan
Peru4dang-
Undangan

Jumlah
Orang yang
Men€ikuti
Birllungan
Teknis
Irnplementasi
Peratura.rl
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Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Persentase
penyediaan dan
pengelolaan
administrasi
umum

Penyediaan

Komponenr

lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Fasilitasi

Kunjungan Tamu

Perundang
Undangan

Jumlah
Paket
Komponen
lnstalasi
Listrik/Pener
angan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah
Paket
Peralstan
dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah
Paket
Peralatan
Rumah
TangSa yang
Disediakan

Jumlai Paket
Barang
Cetakan dsn
Penggandaan
yang
Disedial<an

Jumlah
Laporan
Fasilitasi
Kunjuogao
Tamu

,IOOOA MENUNJANG

IOOO/A MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

1O9IO MENUNJANG

lOO% MENUNJANG
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Pen96daan Barant

Milik Daerah

Penunjang Urus.n

Pemerintah Oaerah

Penyediaan Jasa

Penuniang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Persentase

Kebutuhan BMD

yang terpenuhi

Perscntasc

Pemenuhan

KebutuhaD

Pelayanan Umum

Kantor

Penyelenggaraan

Rapat Koofdinasi

dan Konsultasi

SKPD

Pengadaan Mebel

Pengadaan

Peralatan dan

Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah
Laporan
Penyelenggaia
an Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan

.lumlah

Peralatan dan

mesin yang

disediakan

Jumlah
t aporan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Jumleh
l,aporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dqn Listrik
yang
Disediakan

1o0o/o MENUNJANG

lOOo/. MENUNJANG

1OOOA MENUNJANG

'loOo/o MENUNJANG

1OO% MENUNJANG
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Pemelihar.an

Barant Milik
Daerah Penunjant

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Persentase

Pemeliharaan 8{vlD

Penyediaan Jasa

Komrtnikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biays

Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Oinas

atau Kendaraan

oinas Jabatan

Pemeliharaan

Meb€l

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesln Lairinya

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Peralatan dan
Perlengkapell
Kantqr yang
Disediakan

Jumlah
Iaporan
Penyediaan
Jasa Surat
Menlrurat

Jumlah
Kendaraarr
Perorangan
Dinas atai.l
Kendaraarr

Dinas
Jabaltan yang

Dip€lihara
dan

dibayarkan
Pajalnya

iumlah Jasa

Perbaikan

Mebel

Jumlah Jasa

Perbaikan

peralatan dan

mesin lainnya

1OO% MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

1OO% MENUNJANG

IOOO/O MENUNJANG

lOO% MENUNJANG

50

LKJIP 2025



LKIP 2025

B. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM PENUNIANG URUSI.I PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN / KOTA

Perencanaan Pentanggaran dan Evaluasi (inerja
PeranSkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
PeEngkat Daerah

2 KoordinasidanPenyusunanDokumen
RKA-SKPD

3 KoordinasidanPenyusunanDokumen
Perubahan RKA-SKPD

4 KoordinasidanPenyusunanDPA-SKPD
s KoordinasidanPenyusunanPerubahan

DPA- SKPD

6 KoordinasidanPenyusunanLaporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

7 EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

ANGGARAN REAI.ISASI %

12.956.345.394.47 10.054.305.452.00 77.54

123.843.750 50.918.000,00 41.11

12.661.750 11.652.000,00 92.03

13.166.000

14.966.000

7.878.000
4.976.000

0

0

0
0

0

Administrasi Kepetawfl an Perangkat Oaerah

10 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

12 Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Administrasi [Jmum PeGngkat Daerah

13 Penyediaan Komponen lnstalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

16 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.976.000

65.220.000

7.314.013.030 5.057.775.114 59.29

7.314.013.030 4 993 184.114 69_49

78.560.000

300.351.100 95.985.500,00 31.95

117.668.500 95.986.500,00 81.57

182.682.600 0 0

927.921.106.47 828.922.535,00 89.33

13.68s.630 13.290.000 97.L1

359.288.352 273.336.188,00 75.08

19.104.624.47 15.379.328,00 97.17

160.675.500 160.651.061 76.04

60.2139.266.000

9

11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi

375.772.OO0 366.263.958 80.48

NO PROGRAM/XEGIATAN/SUB XEGIATAN

0

0

o
0

0

74.591.000 94.95
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Pengadaan Barang Milik daerah Penuniang Urusan

Peme ntah Daerah

18 Pengadaan Mebel

19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penuniang urusan Pemerintahan
oaerah

20 Penyediaan Jasa Surat l\renyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

2.550.X69.400 2.591.583.818 97.79

352.948.920

2.297.220.480

1.211.630.608

94.67

97.65

81.45

15-000.000

345.792.O00

49.030.000

801 806.608

438.410.400

213.480.000

15.000.000 100

24a.266.926 71.80

14.075.000 28.77

709.573.580 88.50

412.202.979 98.58

207.609.979 97.25

21

22 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum
Kantor

23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemellharaan Barang Milik Daerah penuniang Urusan

Pemedntahan Daerah

24

2s Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN (EUANGAN DAERAH

224.930.400

248.951.131./t45.20

224.593.000

24t.77a.997 .480.OO

99.85

90.88

Koordinasi dan Penyuslrnan RGaraana AnEgaran oa€tah 1.751.380,537 1.O73.255.i111 61.28

26 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
PPAS

319.490.712 198.720.250 62.20

21 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS

347.1IO.5SO 206.A46.040 59.49

28 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
RKA-SKPD

68 2575.OO 30.034.000 44.00

29 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD

50.028.000 19.500.000 38.98

30 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
DPA-SKPD

0 0

Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas
Jabatan

348.262.500

2.243.327.3!A

985.915.505

8.799.000
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Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD

34

31

32 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

33 Koordinasi dan Penyusunan PeE{uran
Daerah tenlang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Pembinaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

35 Koordinasidan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

37 Koordinasi. Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

38

39 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Peneamaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

40 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serla Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan lnstansi
Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengetuaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

15.336.000

361.109.350

404_484_250

176.165.135

281.46s.030

25.792.U)A

14.170.000

31.300.000

44.631.500

48_144_790

7.800.000 s0.86

171.682.360 47.54

241.577.975 69.61

157.094.816 49.11

642.991.390 87.70

93.786.940 99.27

24.166.000 93.70

12.325.000 86.98

25.144.000 80.97

43.180.000 96.73

0 0

36

4t

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerjntah Kabupaten/Kota

42 192.612.150 167.794.300 A7.12

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

733.198.410

276.395.150 98.20

94.472.940
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(oordinasi dan Pelakanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Oaerah

43 Koordinasi Penyusunan Laporan
Perlanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Peniabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi. dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntulan
Kerugian Daerah

47 Penyusunan Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah

49 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

penunjang Urusan trewenanEan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah

53 Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Barang Mllik Daerah

817.624,353 594-742.293 72-14

!50.912.413 128.936.373 85.40

)44104770 243.083.920 99.50

129.757.6A0 a7 .a72.OOO 67.12

175.570.050 134.850.000 76.81

40.289.690 0 0

40.289.690

36.440.000 0 0

273.487.334.112.11 249.245.521.959 91,14

3.728.383.319 3.694.624.479 99.09

7.7't4.365.245.50 7.774296.2ffi .00 100

Lraa.473-625 84.04

84.04

43

0

50

51 Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangen

241.176.766200 233.854.701.280 96.96

52 Pengelolaan Dana Darurat dan l\,Iendesak 20.807.819.347.61 3.922.000.000 00 18.85

54 Penyusunao Standar Harga 18.300.000 18.035.000 98.55

4a Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

0

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIX DAERAH



55 Penyusunan Standar Baranq Milik Daerah
dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang l\ililik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang
Milik Oaerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pefigal,Yasan dan PagEndaliafl
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang l\,ililik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang l\rilik
Daerah Pemerintah Kabupalen/Kota

lnventarisasi Barang Milik Daerah

22.380.000

194.170.000

369.204.622

180.480.504

31.640.000

16.700.000

11.095.000

183.215.550

338.746.561

131.382.700

16.313.400

14.000.ooo

49.58

94.36

97.75

72.4O

51.56

83.83

42.505.500 18 q4q 200 44.58

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

44.300.000 17.933.000 40.48

2s.920.000 19.080.000 13.61

178.192.000

50.875.000 57.262.500 94.O7

3.806.000 00

jUMLAH 290,944.356.432.58 262.609,740,A92 90.26

LKJIP 2025

172.411.346 96.98
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BAB IV

PENUTUP

TONDANO, FEBRUARI 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN A BUPATEN MINAHA"T

NGUNDAP, SE

UTAMA MUDA

NtP. 19720415 200003 1 003

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas

pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja dilingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil

keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang

bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan

indikator-indikatomya yang dikaji secara realistis.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya

tentu akan diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemicu pada setiap tingkat dan

tahapan pencapaian suatu keberhasilan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian sistem pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2, Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan

eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

3. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah.

4" Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran yang akan datang dengan

mengevaluasi kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Sebagai penutup, kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pikiran,

fasilitas sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ini

diucapkan banyak terima kasih.


